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Pemprov Kalbar Raih Opini WTP

ISTIMEWA.
TANDATANGAN
— Gubernur
Kalbar Sutarmidji
: menerima
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
(LKPD) Tahun
Anggaran 2019 dari
Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK)
RI. Pemprov Kalbar
meraih opini Wajar -
Tanpa Pengecualian
(WTP).

PONTIANAK, SP - Peme- -
rintah Provinsi Kalbar me-
raih opini Wajar Tanpa Pe-
ngecualian (WTP) dari Ba-
dan Pemeriksaan Keuangan
(BPK) RI terhadap Laporan
‘Keuangan Pemerintah Dae-
rah (LKPD) Tahun Anggar-.
an 2019.

Dalam  sambutannya,
Gubernur Kalbar Sutarmid-
ji mengatakan, menerima
seluruhnya temuan dan re-

komendasi dari BPK RI. Dia

menilai pemeriksaan LKPD
tahun anggaran 2019 telah
dilakukan secara cermat, te-
liti dan objektif oleh BPK RI,
serta mengacu pada standar
pemeriksaan komperhensif
yang dapat dipertanggung-

“jawabkan.

“InsyaAllah sebelum 60
hari kita sudah menyelesai-
kan tindak lanjut temuan
dan rekomendasi itu,” kata

@ Baca Halaman 15

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat




SUARA PEMRED

l Jan | Feb | Marl Apr | Mei [ Jun | @|Agust| Septl Okt | Nov | Des |

[ 2020 ] [Hal: s |f‘;

[1]2]3]@|5]6]7]8]9]10]11{12]13]14]15]16[17]18]19]20]21|22]23]24|25] 26| 27]|28[29|30]31]

" Hal9 | m pemprov kalbar

Sutarmidji.

Menurut dia, rekomen-

dasi dari BPK RI merupa-
kan bahan perbaikan pelak-
sanaan ke depan, sebagai
wujud komitmen transpa-
rasi Pemprov Kalbar dalam
upaya menjalankan tata ke-
lola pemerintahan yang ber-
sih dan berkualitas.
- Masih banyak temuan
atau kesalahan, bahkan dila-
kukan oleh yang sudah per-
nah beberapa kali menjabat
sebagai kepala SKPD. Sutar-
midji berharap agar kede-
pan tidak terjadi- kesalahan
dan temuan yang sama lagi.

_ “Saya berharap, nanti tin-*
dak lanjutnya harus terus ber-
koordinasi dengan BPK RI
terutama untuk pencatatan
aset secara baik.” imbuhnva.

Dijelaskan Sutarmidji se-
tiap tahunnya masalah WTP
ini masih sama. Walaupun
WTP, masih ada catatan dari
BPK RI. Dia mengaku sempat
menegur kepada OPD yang

* tidak bisa membedakan mana
belanja modal dan mana be-
. lanjabarang. : ,

“Itu harusnya tak boleh
salah, bahkan Bappeda bisa
salah, bagaimana tuh kuali-

_tas Bappeda saja bisa salah
~ dalam hal itu. Kemudian ada
kelebihan bayar, ini menun-
jukkan konsultan pengawas-
an tak betul,” kesal Midji.

- Untuk itu, ke depan ba-
nyak hal yang perlu perba-
iki, seperti hibah harus di-
rapikan, Dia mewanti-wanti
jangan sampai nanti SPJ-nya

* tidak ada. Makanva kata dia

hibah untuk pembangunan
rumah ibadah selalu dikelu-
arkan awal tahun, agar per-
tanggungjawaban sesuai.
Diakui Sutarmidji ma-
sih ada juga Rpl miliar le-
bih yang belum, dia berjanji
akan umumkan satu persatu
melalui media, supaya ada
transparansinya. Kemudian
mengenai aset dia juga akan
membenahinya menurutnya

banyak aset yang tidak dipa- -

kai tapi masih dicatat.
“Misalnya yang sudah
tidak ada kaki, masih aja ter-
catat tidak dimusnahkan,
barang yang nilainya ekono-
misnya tidak ada masih ter-
catat, kadang barangnya tak
ada tapi tercatat, harusnya
kalau hilang laporkan hilang.
Ttu vang harus  digenahkan.

nah kemudian kendaraan ro-
da dualelangnya tahun ini tak
laku, tahun depan lagi sampai
lama-lama, garasi ndak bisa
dipakai saking banyaknya,
harusnya ada jalan lain, kalau
memang nilainya terlalu ting-
gi, turunkan. jadi kerjenya ha-
rus cepat,” tegasnya. .

Kemudian  kesalaharr
yang lalu mengenai gaji yang
harusnya 14 bulan, malah
dianggarkan 11 bulan. Ada
juha bagi hasil pajak poten-
sinya sudah jelas, kemudian
diturunkan, ‘yang berdam-
pak pada kabupaten/kota.
kolaps tuh kab/kota.

- “Saya inginnya, kita per-
tanggungjawaban keuangan
negara itu harus transpa-
ranlah, penyajiannya harus
benar.” tutuonva. (iat)
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